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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Karunia dan Rahmatnya atas selesainya penyusunan Standar Pelayanan (SP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa sesuai
Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Orgamisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa, Peraturan Walikota Langsa Nomor 38
Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggarsan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

SESUAI MOTTO; “MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK ADALAH TUGAS
KAMT”

DAN JANJT PELAYANAN :KAMI MELAYANI SEPENUH HATI TANPA
GRATIFIKASI™.

Kami menyadari bahwa Standar Pelayanan (SP) ini belum sempurna, maka
kami mengharap kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan semoga
kuahtas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kota

Langza. Terima Kasih.

Ditetapkan  di Langsa

Pada tanggal 29 September 2
13 Rabiul Awal 1445 H
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Izin Puskesmas

lzin Klinik Utama dan Pratama

[zin Laboratorium Klinik Madya dan Pratama
Izin Klinik Kecantikan

lzin Apotek

Izin Toko Alat Kesehatan

lzin Usaha Obat Tradisional
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Surat lzin Praktek Dokter Umum/Dokter Gig
Surat lzin Praktek Dokter Spesialis/ Gigi Spesialis
Surat lzin Praktik Perawat

Surat Izin Praktik Bidan

sSurat Isin Praktik Apoteler

. Surat lzin Praktik Refraksionis Optisien

Surat Izin Praktik Fisiotrapia

Surat lzin Praktik Terapi Wicara

Surat [zin Praktik Radiografer

Surat Izin Praktik Penata Anatesi

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
Surat lzin Praktik Tenaga Sanitarian

Surat lzin Praktik Tenaga Gizi

. Surat lzin Praktik Elektromedis
. Surat lzin Praktik Perekam Medis

Surat lzin Praktik Okupasi Terapi

. Surat Izin Praktik Fisika Medik

Surat lzin Praktik Teknisi Kardiovaskular

Surat lzin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi

lzin Cabang Penyalur Alat Kesehatan

. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
. Sertifikat Laik Sehat
. lzin Tukang Gigi

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
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Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Izin penyelenggaraan Reklame

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

lzin Lokasi

Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah Oleh Swasta

[zin Penvelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas /Parkir

lzin Penvelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Dalam Taravek

lzin Penyelenggaraan Angkutan Barang

Izin Usaha Bongkar Muat Barang

Izin Usaha Pelayaran Rakyat

Tanda Daftar Kapal <5GT

Izin Usaha Perikanan (SIUP PERIKANAN] <4 Mil Wilayah Tangkapan

lzin Penangkapan lkan (SIPI) <30GT

lzin Pengangkutan lkan (SIKPI)

Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan lkan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Izin Usaha Pertanian

Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan

Izin Usaha Rumah Sakit/ Klinik Hewan

lzin Usaha Rumah Potong Hewan

lzin Usaha Pengeceran Obat Hewan

Izin Praktik Dokter Hewan

Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan

Izin Usaha Toko Swalavan

Tanda Daftar Gudang

Surat Keterangan Penyvimpanan Barang

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba
dari Waralaba Dalam Negeri

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)] untuk Penerimaan Waralaba
lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba
lanjutan dari Waralaba Luar Negen

lzin Usaha Indusir (Kecil dan Menengah)

lzin Perluasan Usaha Industn (Kecil dan Menengah|

lzin Usaha Kawasan Indusrti (IUK]) dan lzin Perluasan Kawasan Indusrti
(TPKI).




— PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh

Telapon: 0811671245 Email : dpmptsplangsa@gmail com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA LANGSA
NOMOR : 500.16.7.2/15.a /DPMPTSP/ 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA
KEPALA DINAS PFENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan
Publik, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kota Langsa perlu menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan yang mencakup keseluruhan
penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang
telah dilimpahkan oleh Walikota Langsa kepada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan
suatu keputusan.

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan
kKota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110j;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nomor 39,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

)

Mengingat




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Qanun Aceh Nomor B Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Susunan dan
Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Busunan Peranghat Dacrah Kota Lanpgsa;

10. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

11. Keputusan Walilkota Langsa Nomor 397.A/503/2021 tentang
Daftar Pendelegasian Kewenangan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kota Lanpsa.

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran
keputuaan ini;

Komponen Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
. Dasar hukum
. Jenis-jenis pelayanan.
. Persyaratan pelayanan
. Mekanisme pelayanan
. Jangka waktu penyelesaian
Biaya pelayanan
. Sarana/ prasarana
. Kompensasi pelayanan
Kompetensi dan jumlah pelaksana
Penanganan pengaduan, saran dan masukan
. Evaluasi kinerja pelaksana
Kepuasan pelanggan
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Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apahbila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki kermnbali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 20 Bepiember 2023 M
31 biul Awal 1445 H




Lampiran : Heputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Batn Pintn Kota Langsa.
Nomor + B500.16.7.2/15.a /DPMPTSP/2023
Tanggal  : 29 Beptember 2023 M
13 Rabiul Awal 1445 H

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijjakan Pemerintah Kota Langsa dalam bidang perijinan
sebenamya dilatarbelakangl oleh tujuan untuk menarik Instansi dan
mendorong kegiatan ekonomi serta mendorong prakarsa masyarakata agar
ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan,

Oleh karenanya pemerintah Kota Langsa ingin memulai sesuatu
babak baru dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat
dilayani satu pintu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu
Satu Pintu Kota Langsa. Dengan motode ini seseprang atau masyvarakat
yang akan mengurus segala jenis perijinan hanya perlu datang ketempat
vang dinamakan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) Kota Langsa sesuai dengan Peraturan Walikota
Langsa Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penvelenggaraan Pelavanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non
Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa, Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

Jenis Pelayanan Perizinan vang dilaksanakan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa:

Jenis-jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan WaliKota Langsa Nomor 38 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penvelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perijinan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa,
Berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 397.A/503 /2021 tentang



Daftar Pendelegasian Kewenangan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa maka
didapat daftar Pendelegasian Kewenangan Non Perizinan sebagai berikut:

Pelayanan Perijinan :
Surat ljin Reklame;
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
Izin Pendinan Satuan Pendidikan;
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD;
Surat lzin Prakter Dokter;
Surat [zin Prakter Dokter Gigi;
Surat Izin Prakter Perawat:
Surat Izin Praktek Bidan:
Surat lzin Praktik Apoteker;
. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
. Surat Izin Praktik Fisio Terapi;
. Surat lzin Praktik Terapi Wicara;
. Burat lzin Praktik Radiografer;
. Surat Izin Praktik Penata Anastesi;
. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
. Surat lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
. Surat Izin Praktik Elektromedis,
. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
. Burat Izin Praktik Optometrie
. Surat Izin Praktik Okupasi Terapi,
. Surat lzin Praktik Fisika Medik
. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskular;
. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, dan
. Surat Terdaftar Penvehat Tradigional.
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Dalam rangka meningkatkan Motto Pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Kota Langsa mengambil suatu kebijakan dengan membentuk
Dinas Penanaman Meodal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa,
yang merupakan salah satu pencerminan terciptanya keseragaman pola
dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan aparatur pemerintah kepada
masyarakat dan adanya keterpaduan yang berkoordinasi dalam proses
pemberian perijinan maupun nen perijinan sehingga masyarakat dapat
menerima pelayanan vang lebih sederhana, jelas pasti, aman, transparan,
efisien, adil merata dan tepat waktu.




B. Motto Pelayanan

D. Maklumat Pelayanan
DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Langsa Memiliki Motto * MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK ADALAH
TUGAS KAMI™.

Janji Pelayanan

Sedangkan janji pelayanan vang diberikan adalah sebagai berikut:

“KAMI MELAYANI SEFENUH HATI TANFA GRATIFIKASI™®

PELAYANANN DENGAN TRANSPARAN DAN TANFA PUNGLI. APABILA
TIDAK MENEFPATI JANJI INI, KAMI SIAFP MENERIMA GANEKSI SBEESUAI

DENGAN FERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Standar Pelayanan

1.

No.

Izin Pendidikan anak Usia Dini

1.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Masional;
Peraturan Pemerintahh Nomor 27 Tahun 1990
Tentang Pendidikan Prasckolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
o8 Tahun 2000 Tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 834 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah Kota Langsa; |
Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
20232 Tentang Kedudukan, Susunan
Urganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
LFMFPTSF Kota Langsa;

Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa. -

Pﬂl'l;l.l'ltl.ll
Pelayanan
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PENDIDIKAN USLA DINI
Surat permohonan bermaterai 6000;
Fotocopy KTP Pendiri;

Surat Keterangan Domisili;

Fotocopy akta pendirlan dan  perubahan
vayasan, perkumpulan, atau  badan  lain
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10.

11.

12,

13.

sejenis;

Fotocopy surat penetapan badan hukum
vayasan, perkumpulan atan badan lain sejenis
dari Kementrian bidang hukum ; I
Fotocopy IMB; i
Fotocopy SITU;

Fotocopy STTS PEB;

Fotocopy dokumen hak milik, sewa, atau
pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang
akan digunakan untuk penvelenggarnan
KB/TPA yvang sah atas nama pendiri;

Susunan Pengurus KB/TPA Dan Rincian
Tugas:
Rencana
KB/TPA,
Rencana pencapaian standar penyvelenggaraan
KB/TPA;

Pas Photo 3 x 4 sebanvak 4 Lembar.

Induk  Pengembangan (RIP}

Sistem,
mekanisme,
prosedur

dan

Terlampir

|4,

Jangha Walktu
Penyelesalan

lzin Pendidikan Anak Usia Dini = 3 {hari)

Biaya/tarif

6.

Produk Pelayanan

Oratis
izin Pendidikan Anak Usia Dini

7.

Sarana,prasarana,
dan /atau fasilitas

SArana :

e

2

.
e

B
h.

Prasaranafmslitas:

o B

Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantor

Sistem Informasi  Manajemen
Terpadu DPMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyvaratan izin
Telepon

Website

Perizinan

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office] dan
Tim Teknis Perizinan (Back Qffice]

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

Kompetensi
Felaksana

ilpm e e an

81 (Tekhnik, hukum, ekonomi)

Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan

1.

2,

Dilakukan oleh atasan ln.ngsung secara
berjenjang,

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

H.

b,

Pemohon vang Akan menyvampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalni telpon/lisan/tertulis  pada
Loket Pengaduan.

Surat  Pengaduan yang masuk

ke HKasi
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Pengaduan dan Pcnmgkamn Lﬂvsma.n akan
dikonsultasikan ke  Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan, kemudian
akan diklasifikasikan berdasarkan materi dan
bidang pengaduan terkait,

¢. Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

d. Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan = Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

e. Burat jawaban pengaduan vang iclah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon vang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:

a. Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian  (IKM) pelayanan DPMPTSP  saat
mengambil izin vang telah selesai.

b. Pemohon mengisi Ilembar tersebut dan
mengembalikannyas kepada petugas Loket
Pengambhilan Izin.

¢, Pemohon juga dapat menyvampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan  izin
kemudiannyva memasukkannva kedalam kotak
SATAT.

d. Lembar saran dan penilaian pelayanan
direkap dan dibahas dengan manajemen
DPMPTSP secara berkala. Berdasarkan hasil
rekap berkala, DPMPTSP menyusun rencans
aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

-  Kotak Saran

- 8MS/ No. HP

- Burvey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

= Inat&s;ram dpmptsp_langsa

- Website{http: / /dpmptsp. langsakota. go.id)

- Email: (dpmptsplangsa@gmail.com)

11. Jumlah Pelaksana | 6 Orang

12. Jaminan Pelayanan  didukung oleh petugas yang
Pelayanan berkompeten dengan prinsip pelavanan vang

prima.

13. | Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda mngan serta cap
Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keaslhiannya.
Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan [ = -

14. Ewvaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayvanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan standar pelayanan yang

dilakukan sckurang-kurangnya setiap 1 tahun
sekali,




2. Izin Pendidikan Taman Kanak - KEanak

No. |

HOMPONEN

URAIAN

1.  Dasar Hukum

2 owow

L

Undang- Undang MNomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Masional;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
Tentang Pendidikan Prasckolah;

Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional
Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dind;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikean Anak Usia Dind;
Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daemh;

. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021

tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat Daerah Kota Langsa;

Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
20223 Tentang Kedudukan, Susunan
Crganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa;

Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

=

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

m BBl ot o

o

10

11,

Surat permohonan bermaterai 6000;

Fotocopy KTP Pendiri;

Surat Keterangan Domisili;

Fotocopy IMB;

Fotocopy SITU;

Foipcopy STTS PBE;

Fotocopy akta pendirdan dan perubahan
yeyvasan, perkumpulan atau badan lain sejenis;
Fotocopy surat penetapan badan hulkum

yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis

dari kementerian bidang hukum;

Fotocopy dokumen hak milik, sewa, atau
pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang
akan digunakan untuk penvelenggaraan
TK/TELE yang sah atas nama pendiri;
Susunan Pengurus TE/TELE Dan Rincian
Tugas;

Fencana Induk  Pengembangan  [RIF)
TK/TKLE;

. Eencana pencapaian standar penvelenggaras

TE/TELB;

. Pas Photo 3 x 4 sebanvak 4 Lembar,

Janghka Waltu
Penyelesaian

Izin Pendidikan Taman Kanak- Kanak = 3 [han)




6.

Biaya/tarif

[ _Grat.is

7.

Sarana,prasarana,

dan/atau fasilitas |

| Produk Pelayanan | lzin Pendidikan Taman Kanak - Kanak

Sarana ;

oo

TR0 A

oo

Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantor

Sistern  Informasi Manajemen  Perizinan
Terpadu DPFMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan Infomasi prosedur dan persyaratan lzin
Telepon

Website

Prasarana [ fasilitas;

Loket Informasi
Lokel Adminisirasl Perizinan (Front c3lce] dan
Tim Teknis Perizinan {Back Office)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan lzin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu
Halaman Parkir

Kompetensi

Pt Fmma oD

Pengawasan
Internal

I 1

2.

31 [Tekhnik, hukum, ekonomi))

Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku

Mampu mengoperasikan Komputer

‘Dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang.
Dilaksanakan Secara Kontinyu

10.

Pangaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan !

.

i

b

Pemohon VANE akan menvampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui telpon/lizan/tertulis pacda
Loket Pengaduan,

Surat Pengaduan vang masuk ke Kasi
Pengaduan dan Peningkatan Layanan akan
tHkonsultasikan ke Tata Fengadian,
Kebijekan dan Pelaporan Layanan, kemudian
akan diklasifikasikan berdasarkan materi dan
bidang pengaduan terkait.

Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijjakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layvanamn)
akan dituangkan dalam bentuk surat jawaban
pengaduan yvang ditandatangani oleh kepala
DFMPTSF. |
Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
vig telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:

Pemohon menerima  lembar saran  dan
penilaian  {IKM) pelayanan DPMPTSP  saat
mengambil izin yang telah selesai.

Pemohon  mengisi  lembar  terscbut  dan |




mengembalikannyve kepada petugas Loket

Pengambitan Lein.

c. FPromohon jugs dapat mcoyampaikeng sarmn den
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan  izin
kemudiannya memasukkannyva kedalam kotak
SHTATL

d. Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

€. Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP

menyusun rencana aksi perbaikan pelavanan,

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui;
- Kotak Saran

. BMS/No HP

- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagram dpmptsp_langsa

- Websit :
- Email: (dpmptsplangsaigmail.com)|
11. Jumlah Pelaksana © Urang
12: |Vaminan Pelayanan  didukung oleh  pelugas  vang
Pelayanan berkompeten dengan prinsip pelavanan yang prima.
13. Wfaminan 1, Burat iein dibubuhi tanda langan serta cap
Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Keselamatan 2, Burat zin menggunakan kertas berkop [¥nas.
14, uasi Kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
na pengukuran penerapan standar pelavanan vang
n dilakukan sekurang-kurangnva setiap 1 tahun
d sekali.
3. Pendidikan Dasar 3D /3SMF
No. KOMPONEN | URAIAN
‘1. | Dasar Hultum

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

2, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggarasn
Pendidikan;

4. Perataran Menteri Pendidikan Dan
Kebudayvaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan
Penufupan Satuan Pendidikan Dasar Dan
Menengah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

6. Qanun Kota Langsa Nomor B Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kota Langsa;

7. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
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10.

13.

14.

2023  Tentang  Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPFMPTSF Kota Langsa;

Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tenang Pendelegasian Kewenangan

Walilota Langsa.

IZIN PENDIDIKAN DASAR SD/ SMP

Surat permohonan bermaterai 6000,

Fotocopy KTP Pendiri/ Pimpinan Lembaga/
Yayvasan atau Kuasanva;

Fotocopy akta pendirian Lembaga,/ Yavasan,
Fotocopy surat penetapan badan hukum
yvayasan, perkumpulan atau badan kain sejenis
dari kementerian bidang hukum;

Fotocopy IMEB;

Fotocopy SITU;

Fotocopy STTS PBB;

Fotocopy dokumen hak milik, sewa, atau
pinjam pakai atas tanah dan bangunan vang
akan digunakan untuk penyelenggarsan veng
sah atas nama pendiri;

Strukiur Organisasi Yayasan dan Struktur
Organisasi Sekolah;

Data pengelola dan pelaksana penyelenggara
pendidikan dasar/menengah [spesifikasi
tenaga pimpinan dan tenaga pengajar satuan
pendidikan dasar/menengah serta fotocopy
flfazah dan sertifikasi guru  pendidikan
dasar/menengah)

. Daftar sarana dan prasarana vang dimiliki;
12,

Rencana Induk Pengembangan Sekolah
(RIPS);

Rencana pencapaian standar penvelenggaraan
Sekolah Dasar/Menengah;

Pas Photo 3 x 4 sebanvak 4 Lembar.

Sistem,
mekanisme,
prosedur

dan

'T:ﬂu.n:lplr

Janghka Waktu

izin Pendidikan Dasar SD/SMF = 3 (hari)

Blaya/tarifl

Oratim

Produk Pelayanan

Izin Pendidikan Dasar SD/SMP

| Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

.
b

.

FEop R

A.
b.

C.

Sarana ;

Perangkat Komputer
Adat Tulis Kantor

Sisten  Informasi Mangjpemen — Perizinan
Terpadu DPMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon

Website

Prasarana/ fasilitas:

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan
Tim Teknis Perizinan (Back Office)

Loket Pengaduan




d. Loket Pengambilan [zin
e. Loket Kasir/Bendahars
| L Ruang Pemyimpannn Arsip
g. Huoang Tunggu
h. Halaman Parkir
8. |Kompetensi 3. Dilakukan oleh atasan langsung secara

Pelaksana berjenjang.

4. Dilaksanakan Secara kontinyvu -
9. |Pengawasan | Penanganan Pengaduan :

Internal A. Pemohon vang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui telpon/hsan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

b. B8umt Peagaduan yang masuk ke Kasd
Pengaduan dan Peningkatan Layanan akan
dikonsultasikan ke  Kabid  Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan, kemudian
akan dikiasifikasikan berdasarkan materi dan
bidang pengaduan terkait.

¢. Pengaduan vang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

d. Jawaban Pengaduan dar Kabid terkait (Kabid

Pengaduan, Kebijakan — dan Pelaporan
Layanan) akan diusangkan deolam  beotuk
Surat jawaban pengaduan FANE
ditandatangani oleh kepala DFMPTSF.

Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon VANg
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penvampaian Saran dan Masukan:

Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian  (TKM|] pelavenan DPMPTEFP  sant
mengambil izin yang telah selesai

Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan [zin.

Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu

dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan ixin

kemudiannva memasukkannya kedalam kotalk |

SATAN.

Lembar saran dan penilaian pelayanan
direkap dan dibahas dengan manajemen
DPMPTSP secara berkala.

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menvusun rencana aksl perbaikan pelayanan,

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

Kotak Saran
8MS/No HF
Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Instagram dpmptsp_langsa
go.id)

Website(http: / /dpmptsp.langsakota.
Emaﬂ (dpmptsplangsas gmail.com)




10.

!Ptmnpnl.n
!Punp:luln, Saran
||hnHI.lnhn

1. Dilakukan olech atasan langsung secars
berjenjang.
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

11. Jumlah Pelaksana 6 Orang

12.  Jaminan Pelayanan  didukung  oleh  petugas  yang
' Pelayanan | berkompeten  dengan  pringip  pelayanan  vang
| proma.
13. Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
| Pelayanan

4. Izin Pendidikan Non Formal

No. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negen Nomor 138
Tahun 2017
2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
Kota Langsa,
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kota
Langsa,;
4. Peraturan Walikotm Langsa Nomaor 38 Tahun 2021
Tentang Pendelegasian  Kewenangan Walikota
Langsa.
2. | Persyaratan A. IZIN USAHA INDUSTRI
Pelayanan 1. Surat permohonan bermaterai G000,
2. Fotocopy SITL;
3. Fotocopy SIUP;
4. Fotocopy TDF,
5. Fotocopy HO,;
fi. Fotocopy IMB (jika diperlukan);
7. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
#. Nilai Investasi Perusahaan;
: 9, Informasi kemajuan pabrik dan sarana
. indusdtri (untuk perpanjangan);
10.Data peralatan dan fasilitas yang digunakan,
11.Rekomendasi lingkungan dari instansi terkait
berdasarkan AMDAL/ [UKL/UPL] dengan
intensitas besaran PERMEN LH No. 11/2006;
12. Fotocopy KTP pemilik/direktur;
13.Pasfoto 4x6= 2 lembar;
14, Materai 5000 = 3 lembar;
15.Bukti pelunasan pajak/retribusi  tahun
berjalan bag ifin yvang diperpanjang;
. 16, Berita Acara Tim teknis.
3. | Sistem, Terlampir
mekanisme, dan
prosedur
4.  Jangka Walktu | IU1 = 3 (hari)
Penyelesaian
5. | Blaya/tarif Gratis
6. |Produk 1. lzin Usaha Industri {IU1)




Pelayanan

7.

Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana ;

nee

TR oA

Perangkat Komputer
Alat Tulis Kantor

Sistem [nformasi Manajemen  Perizinan |

Terpadu DPMPTSP
Blanko/formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon

Website

Prasarana/fasilitas:

a
b

C
d
i
[.
&
h.

. Loket Informasi

Laket Administrasi Perizinan (Front Office) dan
Tim Teknis Perizinan {Back Cffice)

« Loket Pengaduan
. Loket Pengambilan Izin
. Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

. Buang Tungzn

Halaman Parkir

 Kompetensi

Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi)}

Memahami Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaku

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
Internal

1.

2,

Dilakukan oleh atasan langsung sSecars
berjenjang,
Dilaksanakan Secara Kontinyu

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran

F"EI'.I.EIIJ-EE.I].EIIJ. Pengaduan :

Pemohon  yang  akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

Surat Pengaduan yang masuk ke HKasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduoan,
Kebijakan dan Pelaporan Layvanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan vang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

SBurat jawaban pengaduan vang ftelah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon YATIE
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

P'en}ammmn Saran dan Masukan:

Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian (TKM) pelavanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah selesai.

Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket




- Pemohon juga dapat menvampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-wakiu
denpan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
SHATAT.

- Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas denpan manajemen DPMPTSF
secara berkala.

-  Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSF
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:
- Kotak Saran
SMS/) No.HFP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Immgmm dpmpmp langsa
- We dpmptsp.langsakots. go.id)
- Email: liEMwml |

11. | Jumlah 6 Orang
Pelaksana N —
12.  Jaminan | Pelayanan didukung oleh petugas vang berkompeten
Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang prima.

'13. | Jaminan 11, Surat &in dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan dan .';It-EII:I.FEl. hassah, E-Chl'ﬂ-ﬁﬂ. dijamin keasliannya.
Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan

14. |Evaluasl Kinerja | Evaluasi  kinerja pelayanan  dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan  standar pelayanan  yang

| dilakukan sekurang-kurangnya setiap | tahun sekali. |

5. Izin Air Minum Isi Ulang (DAMIU)

No.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2, Qanun Kota Langsa Nomor £ Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor | Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPFMPTSP
Kota Langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Walikota Langsa.

2.

Persyaratan
Pelayanan

A. IZIN AIR MINUM ISI ULANG
Surat permohonan Bermaterai 6000;

Fotocopy SITU;

Fotocopy SIUP dan TDF;

Fotocopy KTP,

Fotocopy TDI;

Fotocopy UL

Surat keterangan berbadan sehat;

Pasfoto direkiur /| pemohon 3x4 = 2 lembar;
_Hasil pemeriksaan dari laboratorium;

palt i Bl Lol o o o




10). Berita acara tim teknis dan rekomendasi teknis
dari Instansi terkait.

3. SBistem, Terlampir
i mekanisme, dan
| prosedur
4. Jangka Waktu | lzin Air Minum Isi Ulang = 4 (hari)
Penyelesaian =
5. | Biaya/tarif Gratis
6. | Produlk [zin Air Minum Isi Ulang | DAMIU)
Pelayanan M
7. |Sarana,prasarana, Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen  Perizinan
Terpadu DPMPTSP
d. Blanke/formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
, Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g Telepon
h. Website
Prasarana ( fasilitas:
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Fron? Office) dan
Tim Teknis Perizinan (Back Office)
¢, Loket Pengaduan
d. Loket Pengambilan Izin
e¢. Loket Kasir/Bendahara
{, Ruang Penvimpanan Arsip
g Ruang Tunggu
h. Halaman Parkir _
8, Hompetensi - 81 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlalku
- Mampu mengoperasikan komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung sccara
Internal berjenjang.
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
10. | Penanganan - Penanganan Pengaduan :
Pengaduan, Saran - Pemahon Vang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang |

dan Masukan

langsung/melalui
Loket Pengaduan.
Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke K hid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

Pengaduan vang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengadusn vang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSF.
Surat  jawaban

telpon/lisan ftertulis  pada

pengaduan  yang  telah




ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon Vang

mengajukan pengaduan scoarm langsung atau
via telpon.

Fenyampman Saran dan Masukan:

Pemohon menerima lembar saran dan

{ penilaian (IKM] pelavanan DPMPTSP  saat

' mengambil &zin yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut  dan
mengembalikannya lkepada petugas Loket
Pengambilan lxin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelavanan DPMPTEP sewakitu-waktu
dengan mengisi lembar penilajan yang tersedia
pada meja Ioket kasir/pengamhbilan i=in
kemudiannyae memasukkannyva kedalam kotak
SHATADN.

- Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencans aksi perbaikan pelavanan.

Pengoduan doan Baron doepal disampaileas  jusma
melalui:
Kotak Saran
- 8MS/ No. HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagram dpmptsp_langsa

11. | Jumlah 6 Orang
Pelaksana , _ N

12. | Jaminan | Pelayanan didukung oleh petugas vang berkompeten
Pela | dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. | Jaminan a. Surat zin dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Keselamatan b, Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui

pengukuran penerapan standar pelavanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

6. Tanda Daftra Gudang [TDG)

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2, Qanun kKota Langsa MNomor & Tahunm 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangksat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi scrta Tata Kerja DPMPTSP
Kota Langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun




2021
Walikota Ln.r@

Tentang Pendelegasian  Kewenangan

 Persyaratan
| Pelayanan

A. TANDA DAFTAR GUDANG

Lot R

8.

9.

Mengisi Formulir;

Fotocopy SITL,

Fotocopy 81T

Fotocopy TDE,

Fotocopy IME Gudang;

Fotocopy sewsd menvewa gudang [jika gudang
bukan milik pribadi);

Hukti pelunasan pajak/retribusi tahun
berjalan bagi fjin vang perpanjangan;

Materai 6000 = 1 lembar;

Pasfoto 3x4 = 2 lembar.

Sistem,
mekanisme,
prosedur

dan

Terlampir

Jangka Waktu
Penyelesaian

TDG = 12 (hari)

' Biaya/tarif

Gratis

Produk
Pelayanan

1. Tanda DaRlar Perusahaan (TDP)
1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

2, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK]

Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana !

a.

b
2

FRoe A

Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantor

Sistem  I[nformas! Manajemen
Terpadu DPMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persvaratan zin
Telepon

Website

Ferizinan

Prasarana/ fasilitas:

=3 o

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office} dan
Tim Tcknis Porisinan |Back Ofice)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

Kompetensi
Pelaksana

‘lpm sean

51 (Tekhnik, hukum, ekonomij)

Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

Mampu mengoperasikan komputer

Fongawasan
Internal

1.

2.

Drilakukan olch #stasan  langsung  sccamm
berjenjang.
Nilaksanakan Secara Kontinyu

10.

Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan ;

Pemohon VAng akan menyampaikan
duan dapat dilakukan dengan datang
ng;mclulm telpon/lisan/tertulis  pada

mkclﬁmgaduau

Surat Pengaduan vang masuk ke Kasi

Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,

akan dikonsultasikan ke Kabid

Peongadunan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, |




Pvemrampmnn Saran dan Masukan:

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga

kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kahid terkait.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat |
jawaban pengaduan vang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP,

Surat  jaweban pengaduan vang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSF akan
disampaikan kepada pemohon vang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian  (TKM) pelayanan DPMPTSF  saat
mengambil izin yvang telah selesai.

Pemohon mengisi lembar tersebut  dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan [zin.

Pemohon juga dapat menvampaikan saran dan
penilaian pelayvanan DPMPTSEP sewakiu-wakiu
dengan mengisi kembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
SRran.

Lembar saran dan penilaian pelavanan direkap
fdan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

melalui:
Kotak Saran
SMS/No.HP
Survey KM {Indeks Kepuasan Masyarakat)
- I.namErnm dFEﬂPtEPJHﬂEEE id)
EmaiL {dpuwﬂﬂcm‘j

11. ' Jumlah ] {lm.n.g |

|  Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten |
Pelayanan dengan prinsip pelayanan vang prima.

13, Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan seria nnpl
' Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Eunh.mntln 2. Burat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

| Pelayanan

14, Ewvaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui

| Pelaksana pengukuran penerapan standar pelayanan vang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap | tahun sckali.




7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nemor B Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja DPFMPT3F Kota
Langsa;

. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikola Langsa.

2.

Persyaratan

A. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Surat Permohonan bermaterai 6000,

Fotocopy akte notaris;

Fotocopy SITU dilegalisir;

Fotocopy Sertifikat Badan Usaha [(SBU) yang
dircgiatrasi LPJK Provinsi NAD;

Pasfoto direktur 3x4 - 2 Lembar;

Fotocopy KTP direktuar;

Fotocopy ljazah Tenaga Administrasi dari SMU
di legalisir;

8. Fotocopy Tenaga Administrasi;

9. Fotocopy TDP;

10. Fotocopy NPWF;

11. Fotocopy Neraca Perusahaan bermaterai;

12, Data Peralatan Perusahaan;

13. Data Perusahaan.

B b b=

e

Terlampir

Waktu

IUJK = 1 {hari)

Binya/tarif

Cratis

I. Tanda Daftar Perusahaan (TDP|
2. Tanda Daftar Gudang (TDG)

| 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Sarana,prasarana,
‘dan/atau fasilitas

Sarana :
a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
¢, Sistern Informasi Manajemen
Terpadu DPMPTSP
Blanko/ formulir izin
Brosur pengurusan izin
Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon
Website

Perizinan

SR R

Fmaanmf fasilitas:
Loket Informasi
h. Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan
Tim Teknis Perizinan (Back Office)
¢. Loket Pengaduan
¢dl. Loket Pengambilan lxin




€.

f.

Loket Kﬂﬂﬁﬂ:ﬂdﬂhm
Ruang Penvimpanan Arsip

g Ruang Tunggu
]1 _Halaman Parkir
8. | Kompetensi 81 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Pelaksana - Memehami Peraturan FPerundang-undangan
vang berlaku '
] - Mampu mengoperasikan komputer |
9. |Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara
Internal begjenjang.
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
10.  Penanganan PEnangmmnPengad.uuu
Pengaduan, Baran Pemohon vang alkan Menyampakan
dan Masukan pengaduan dapat dilakukan dengan datang

langsung/ melalui  telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

Burat Pengaduan yang masuk ke Kami
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Ka bid
Pengadusan, Kebijakan dan Pelaporan Layvanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid rerkait,
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait {kabd
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentulk surat
jawaban pengaduan vang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSF akan
disampaikan kepada pemohon YANg
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Ft:n}-nmpman Saran dan Masukan:

Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian {IKM} pelayanan DPFMPTSP  sast
mengambil izin yang telah sclesai.

Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya hkepada petugas Loket
Pengambilan Izin.

Pemohon juga dapat menyvampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-wakiu
dengan mengisi lembar penilaian yvang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannva memasukkannva kedalam kotak
SATAN,

Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPFMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan jugs
melalui:

Kotak Saran
SMS/No.HP
Survey [KM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Instagram dpmptsp_langsa




, - Website{http:/ /d . id
| - Hmail (dpmptsplangsai gmail.com)
11. | Jumlah | 6 Orang
Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan didukung oleh petugas vang berkompeten
i Pelayanan dengan prinsip pelayanan vang prima.
13. Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
 Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin Keasliannyva.
i Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
| Pelayanan
' 14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana penpgukuran penerapan  standar pelayanan  vang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

8. Persetujuan Bangunan Gedung (FBG)

HnTT KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017
2, Qanun Kofa Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kota
Langsa;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
[ Walikota Langsa.
2. | Persyaratan A. 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pelayanan a. Surat Permohonan bermaterai 6000
b, Gambar Rencana Bangunan dan Site Plan
¢. Fotocopy Surat Bukti hak atas tanah
| d. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun berjalan
e Fotocopy KTP
f. Rekomendasi Camat
g. Surta Pernyataan Tanah tidak dalam sengheta
oleh pemilik tanah
h, Pernyataan tidak keberatan dari  warga
lingkungan, khusus uniuk bangunan
tower,pabrik, home industni dan bangunan
yvang dapat menganggu ketentraman Warga
sekitar bangunan dimaksud
i Akte notaris fsurat kuasa dari pemilik tanah |
bagi pemohon yang mendirikan bangunan
bukan diatas miliknya _
j. Berita Acara Tim Teknis dan Rekomendasi
teknis instansi terkait ]
'3. | Sistem, Terlampir
mekanisme, dan
prosedur
4. |Jangks  Waktu | lzin Mendirikan Bangunan 12 hari kerja
Penyelesaian N —]
5. |Biaya/taril Terlampir
6. | Produk IMB (lzin Mendirikan Bangunan)
I




Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana

nEp

Prasarana / [asilitas:
a.
(4%

rrm oo A

Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantor

Sistem  Informasi Manajemen  Perizinan
Terpadu DPFMPT3F

Blanko/formulir 1zin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon

Website

Kamera Digital

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan [Front Offics} dan
Tim Teknis Perizinan |Back Office)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan Izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

Enmp&:nﬂ
Pelaksana

BEL BRI

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi])

Memahami Peraturan  Perundang-undangan
yang berlaku

Mampu mengoperasikan komputer

9.

Fengawasan
Internal

L.

2.

Dilakukan olch atasan Ilengsung sccara
berjenjang.
Dilaksanakan Secara Kontinyu

10.

Penanganan

Pengaduan, Saran |
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

Penvampaian Saran dan Masukan:

Pemohion Vang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang |
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan. |
Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Lavanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan vang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layvanan kemudian
dikeordinasikan dengan Kabid terkait.
Jawaban Pengadusan dari Kabid terkait [Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Lavananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yvang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSEF.

Burat jewnban  pengadusn vang  telah
ditandatangani olech Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon vang
mengajukan pengadusan secara langsung atau
via telpon.

Pemohon menerima  lembar saran dan
penilaian  (IKM)  pelavanan DPMPTSP  saat
mengambil izin yang telah selesai.

Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannyva kepada petugas Loket




Pengambilan Tzin.
Pemohon juga dapat menvampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPT3P scwakiu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket Kkasir/pengambilan lzin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
SATATL
Lembar saran dan penilaian pelavanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala setelah.

-  Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan  dan Baran dapat disampaikan  juga
melalui:

-  Kotak Saran

= 3MS gate way

- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

- Instagram dpmptsp_langsa

- Website{http:/ /dpmptsp.langsakota.go.id|

- Email; {dpmptsplangsaigmail.com)

11. Jumlah 6 Orang
Pelaksana o

12. | Jaminan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
Pelayanan ﬂ:np:a.u pﬁml:r pelavanan yang prima.

13. | Jaminan . Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Keselamatan 2. Burat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan ———

14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran pencrapan standar pelayanan yang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
9. Izin Pendirian Rumah Sakit (IPRS)
No. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum l. Peraturan menteri dalam negerd Nomor 138
Tahun 2017
2. Qanun Kota Langes MNomor B Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah Kota Langsa;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor | Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP
Kota Langsa,;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian  Kewenangan
Walikota Langsa.

2, | Persyaratan A. IZIN PENDIRIAN RUMAH BAKIT

Pelayanan L. Surat permohonan bermateral GO00;

2, Gambar rencana bangunan dan site plan;

3. Fotocopy Surat Bukti hak atas tanah;

4. Fotocopy tanda lunas PP tahun berjalan;

5. Rekomendasi dan Camat;

6. Surat permyataan tanah tidak dalam sengketa
oleh pemilik tanah;

=




' Sistem,

lingkungan, khusus untuk bangunan vang
dapal mengangeu ketentraman warga disekitar
bangunan dimaksud;

Akte Notaris [surat kusa dari pemilik tanah
bagi pemohon yng mendirikan  bangunan
bukan diatne miliknye;

Permyataan tidak keberatan dan tetangga
khusus untuk bangunan tidak mencukupi
batas kini kenan dan belakang bangunan
sefarak 25 km.

mekanisme, dan
prosedur

Jangka
Penyelesaian

e t.. — -

‘ Terlampir

Blaya/tarif

Crrats

Produk
Pelayanan

Izin Pendirian Rumah Sakit (IPRS)

Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

AL
b.
G

Fm oA

.Samna..'

Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantar

Sistern Informasi Manajemen
Terpadu DPMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon

Website

Perizinan

| Prasarana/ fasilitas:

i

a
b.

. Loket Informasi

Laket Administrasi Perizinan (Front Office) dan
Tim Teknis Perizinan (Back Office

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan kzin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

8.

Kompetensi
Pelaksana

pmmsap

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi)
Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
Internal

1.

2,

Dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang.
Dilaksanakan Secara Kontinvu

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pv:nﬂ.nnu.rmn Pengaduan ;

Pemohon  vang  akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang |
langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kahbid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian askan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian




dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dan Kabid terkait {Kabid
Pengaduan |, Kebijakan dan  Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan vang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon vang
mengajukan pengaduan sccara langsung atau
via telpon.

Pe:nvampﬂ.mn Saran dan Masukan:
Pemohon menesrona lembar saran dan
penilaian  (IKM] pelayanan DPMPTSP  saat
mengambil izin yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar  tersebut  dan
mengembalikannya  kepada  petugas  Loket
Pengambilan lzin,

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan  izin
kemudiannva memasukkannya kedalam kotak
BETETL, |

-  Lembar saran dan penilaian pelavanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DFMPTSP
secars berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP I
menyusun rencana aksi perbaikan pelayvanan. |

|

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran

- BMS/No. HP

- Burvey [KM ([Indeks Kepuasan Masvarakat)

- Insrﬂsram dpmptsp_langsa

- Website{http: / / dpmptap langaahotn. go.id)

Email: (dpmptsplangsaa gmail.com)
11. *I Jumlah i} 'Dnmg
12. Jaminan Pelayanan -lilﬁukung aleh priugas yang berkompeten |
' Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang prima. '
13. ?J-m.lm 1. Surat ixin/surat keputusan izin dibubuhi tanda |
| Keamanan dan tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin
Keselamatan keasliannys. i e
2, Surat izin/surat putusan iZin mengguna
P, kertas berkop Dinas.
3. Pada 8K @in dilengkapi jugs dengan barcode.
14. Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran pencrapan standar pelavanan vang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sckali.




10.

‘Ne. |

Izin Operasional Rumah Sakit

KOMPONEN

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138

Tabun 2017
2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Wallkota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
COrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa;

4, Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa,

Pelayanan

IZIN OPERABIONAL RUMAH SAKIT

Fotocopy ijin mendirikan Rumah Sakit;
Fotocopy SITU, SIUF, TDPR;

Pasfoto pemohon 4x6 = 2 lembar, 3x4 = 8
lembar;

Materai 6000 = 4 lembar;

Fotocopy Ketetapan Menteri Keschatan RI
tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Dafiar tenaga
keschatan vang bekerja disertai dengan ijin
prakiek dan ijin  kerja;

6. Rekomendasi Dinkes tentang pemberian ijin
operasional tetap dan atau sementara,

ol ot

o B

Terlampir

4.

IORS = 12 {hari

Gratis

6.

1. Izin Operasional Rumah Sakit (I0PRS)

p— -

7.

Sarana :

Perangkat Komputer
Alat Tulis Kantor
Sistemn  Informasi
Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
. Brosur pengurusan izin

f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon

h, Website

Prasarana/fasilitas:

Loket [nformasi

Loket Administrasi Perzinan (Frant 0ffice) dan
Tim Teknis Perizinan |Back Office|

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan Ixin

Loket Kasir/ Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

rEP

Manajemen  Perizinan

g

Kompetensi

81 (Tekhnik, hukum, ekonomi))

Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

Mampu mengopernsikan kompulter

PriERSe a0




9. | Pengawasan

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang.

2, Dilaksanakan Secara Konotinyu

Pengaduan, Saran
dan Masulkan

11. Jumlah

-  Email: (dpmptsplangsaagmail.com) :

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yvang akan menyvampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/ melalui  telpon/lisan/tertulis  pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan vyang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Katid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan

materi dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait [Kabid

ann , Kebijakan dan Pelaporan
Lavananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan vang ditandatangani oleh
kepala DFMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan vang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon YANE
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penvampaian Saran dan Masukan:

- Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian  (IKM] pelayvanan DPMPTSP  saat
mengambil izin vang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut  dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin,

- Pemohon jugs dapat menyvampaiken saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-wakiu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannva memasukkannva kedalam kotak
SAran.

- Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyvusun rencana aksi perbaikan pelayvanan;

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:
-  Kotak Saran
SMS,/No. HP
- Burvey IKM [Indeks Kepuasan Masvarakat)
- Instagram dpmpisp _langsa I
- Website{http: / /dpmptsp.langsakota. go.id|

6 Orang

12. | Jaminan
Pelayanan

Pelayvanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan vang prima.

13. Jaminan

1. Surat izin dibubuhi tanda fangan seria mp'




stempel basah, schingga dijamin keaslinnnya.
2. Burat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalog
pengukuran penerapan  standar pelavanan  vang

dilaku

kan sekurang-kurangnva setiap 1 tahun sekali.

11. Izin Puskesmas

No. HOMPONEN URAIAN
1. 1D.-rﬂuhmn 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
' Tahun 2017
' 2, Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Langsa;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, SUsuUman
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa;
4, Peraturan Wallkota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.
2. |Persyaratan A. IZIN PUSKESMAS
Pelayanan 1. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti lain

o

o

1.
2
3.
.
5
6
T

2 e

110,
11.
12.
13.

14.

kepemilikan tanah yang sah;

Fotocopy lzin Mendirikan Bangunan (IMB);
Dokumen pengelolaan lingkungan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Surat keputusan dari Walikota Langsa terkait
kategori Puskesmas;

Profll puskesmas yvang melipud aspek lokasi,
bangunan, prasarang, perlatana kesehatan,
ketenagaan, dan pengorganisasi  untuk
puskesmas yang mengajukan permohonan

perpanjangan izin.

. IZIN KLINIK

Surat permoh permohonan bermaterai G000;

Folocopy SIUT;

Fotocopy SITU; ‘

Fotocapy TDP,;

Fotocopy HO;

Fotocopy IMB;

Fotocopy surat ijin tenaga keschatan yang |
bekeria;

Peta lokasi dan denah bangunan; |
Fotocopy akite pendivian perusahaan  bagi
usaha vang berbadan hukum; |
Materai 6000 = 2 lembar;

Fotocopy KTP direktur/ pemilik;

Pasfoto direktur / pemohon 4x6 = 2 lembar;
Surat pernyataan dari pemilik/ direktur
Spimpinan klinik untak melengkapl syarat
syarat apabila tenaga kerja belum memiliki
ijin prakteb;

Bukti pelunasan pajak/retribusi  tahun
berjalan bagi izin yang perpanjangar;




15. Berita Acara Tim Teknis dan Rekomendasi
Instansi terkait.

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

 Jangka

Waktu
Penyelesaian

lzin Puskesmas = 12 [hari)

Biaya/tarif

Gratis

Produlk
Palipmn -

1. Izin Pukesmas

Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana ;

FPerangkat Komputer
Alat Tulis Kantor
Sistem  Informasi
Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon

h. Website

rEBR

Manajemen  Perizinan

Prasarana/fasilitas:

. Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office] dan
Tim Teknis Perizinan |Back Office)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

=

Kompetensi
Pelaksana

 |roa e oan

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))

- Memahami Peraturan  Perundang-undangan
vang berlaku

Mampu mengoperasikan komputer

Penga
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara |

berjenjang.
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon  vang akan  menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis  pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait,
Pengaduan vang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani olch
kepala DPMPTSP.

- SBurat jawaban pengaduan vang telah




ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon YA
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

FEE}':EJIIPHEII Saran dan Masukan:
Pemohon menerima lembar =sarsn dan
penilaian (IKM) pelavanan DPMPTSP  saat
mengambil izin vang telah selesai.
Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan lzin.

-  Pemohon juga dapat menvampaikan saran dan
pentlaian pelayvanan DPMPTSP sevwaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan  izin
kemudiannva memasukkannya kedalam kotak
BATETL,

- Lembar saran dan penilaian pelayanan dirckap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menvusun rencana aksi perbaikan pelayvanan.

Pengaduan dan Saran dapat  disampoikan juga
melalui

- Kotak Saran

-  SMS/No. HP

- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

- Instagram dpmpsp langsa

-  Website{http:/ /dpmptsp langsakota.go.id)

- Email: (dpmptsplangsas gmail.com)|

11. | Jumlah b Orang
Pelaksana

12. | Jaminan Pelavanan didukung oleh petugas yang berkompeien
Pelayanan dengan prinsip pelayanan vang prima.

13. | Jaminan 1. Surat izindibubuhi tanda tlangan serta cap
' Keamanan  dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

. Pelayanan |

14. jl:.*u.lrm.l'l.mlull Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan  dilakukan melalui

| Pelaksansa pengukuran  penerapan standar pelayvanan  yang

dilakukan sekurang-kurangnya setinp 1 tahun sekali

12. Izin Klinik

No. KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2, Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja DPMPTSP
Kota Langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian  Kewenangan




Walikota Langsa.

Persyaratan
Pelayanan

A. 1ZIN KLINIK
Surat permohonan bermaterai 6000;
Folocopy SITL;
Fotocopy SIUP,
Fotocopy TDP;
Fotocopy HO;
Fotocopy IMB;
Fotocopy surat ijin tenaga kesehatan yang
bekerja;
Fewa lokasl dan denah bangunan;
Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi
usaha yang berbadan hukum;
10. Materai 6000 = 2 lembar;
1 1. Fotocopy KTP direktur/ pemilik;
1. Pasfoto direktur [ pemohon 4x6 = 3 lembar;
13. Surat pernyataan dar pemilik/ direkiur
jpimpinan klinik untuk  melengkapi svarat
syarat apabila tenaga kerja belum memiliki ijin
praktek;
14. Bukti pelunassn pajak/retribusi  tahun |
berjalan bagl izin yang perpanjangan;
15. Berita Acara Tim Teknis dan Rekomendasi
Instansi terkait,

o Sl et ol e

Bistem,

| mekanisme, dan
| prosedur

Jangka Waktu
Penyelesaian

Terlampir

=

[meim.lk-lﬂfhanln

Biaya/tarif

Gratis

Produk
Pelayanan

1. lzin Klinik

Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana :

. Perangkat Komputer

. Alat Tulis Kantor

Sistem  Informasi  Manajemen Perizrinan
Terpadu DFMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persvaratan izin
Telapon

. Webslte

PEp

Fmona

Prasarana/ fasilitas:

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office] dan
Tim Teknis Perizinan |Back Office)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyvimpanan Arsip

Ruang Tunggu

. Halaman Parkir

oo

Kompetensi

Vpm oo

81 (Tekhnik, hukum, ekonomi)

Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang beriaku

- Mampu mengoperasilkan komputer




Pengawasan
Internal

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran

dan Masukan

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang.
2. Drlaksanakan Scearn Kontinyu

Penangnnan Pengaduan :
Pemohon YANE akan menvampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis  pada
Loket Pengaduan.
Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Lavanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan

meteri dan bdang pengadunn terkait,
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layvanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dar Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan  vang 1elah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan hopada proioboi FOTLE
mengajukan pengadusn secara langsung atau
via telpon.

Pcuyxmpamn Saran dan Masukan:
Pemohon menerima lembar saran  dan
penilaian  (IKM) pelayanan DPMPTSP  saat
mengambil izin vang telah selesai.

- Pemohon mengisi  lembar tersebut  dan
mengembalikannva kepada petugas Loket
Pengambilan lzin.

- Pemohon juge deapat menvampaikean saran dan
penilaian pelavanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannyva memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Lemhar saran dan penilsian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelavanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga

medalui:
-  Kotak Saran
- SMS/No HP
- Survey KM [Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagram dpmptsp_langsa
- Website(http: / /dpmptsp.langsakota.go.id)
- Email: (dpmptsplangsai gmail.com)

11.

Jumlah
Pelaksana

G Orang

Jaminan
Pelayanan

| Pelayanan didukung oleh petugas vang berkompeten
dengan prinsip pelayanan vang prima.

13.

Jaminan

1. Surat izin dibubuhi tanda tAngan serta cap




Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan o
14. | Evaluasi Hinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali. |
13. Izin Apotik
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017
2, Qanun Kota Langss Nomor 8 Tahun 2021
tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat Dacrah Kota Langsa;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Busunan
Organisasl, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa;
4. Peraturan Walikote Langsa Nomor 38 Tahun |
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
| Walikota Langsa.
'2. | Persyaratan A. 1ZIN APOTIK
| Pelayanan 1, Surat permohonan Bermateral 6000;
2. Fotocopy SITU dilegalisir;
3. Fotocopy SIUP dan TDP;
4. Fotocopy KTP direktur/ pemilik; I
5. Fotocopy surat izin tenaga keschatan vang
bekerja;
6. Fotocopy akte pendirian perusahasn bagi
usaha vang berbadan hukum;
7. Pasfoto direktur/ pemohon 4x6 = 2 lembar;
B, Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun |
berjalan bagi izin yang perpanjangan;
9. Eekomendasi Dinas Kesehatan Kota Langsa. |
3. | Sistem, Terlampir |
mekanisme, dan
prosedur
4. |Jangka Waktu | 1. lzin Apotik = 12 (hari)
Penyelesaian -
5. | Biaya/tarif Gratis
6. | Produk Pelayanan 1. Izin Apotik
7. |Barana,prasarana, | Sarana |
dan/atau fasilitas a. Perangkat Komputer |
b. Alat Tulis Kantor
¢, Bistem Informasi Manajemen Perizinan
Terpadu DPMFPTSP I
d. Blanko/formulir izin
&, Hrosur pengurusan [#in
f. Papan infomasi prosedur dan persvaratan
@in
g. Telepon
h. Wehbsite
Prasarana/ fasilitas:
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perisinan (Front Office)




dan Tim Teknis Perizinan (Back Office)
Loket Pengaduan

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/ Bendahara

Fuang Penvimpanan Arsip

Ruang Tunggu
Halaman Parkir

Kompetensi
Pelaksana

pm oo

1 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku

Mampu mengoperasikan Komputer

9.

Pengawasan
Internal

£

. Dilakukan oleh aAtasan langsung Secara

berjenjang.
Dilaksanakan Secars Kontinyu

10.

Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

Fenyampaian Saran dan Masukan:

Pemohon vang &akan menyvampaikan
pengaduan dapat dilakukan dongan datang
langsung/ melalui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan
Lavanan, kemudian akan diklasifikasikan
berdasarkan materi dan bidang pengaduan
terkait,

Pengaduan vyang masuk ke Kabid
Pengaduan, HKebijankan dan  Pelaporan |
Layanan kemudian dikoordinasikan dengan
Kabid terkait,

Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait
(Kabid Pengaduan , Kebijakan dan
Pelaporan Layananjakan dituangkan dalam
bentuk surat jawaban pengaduan yang
ditandatangani oleh kepala DPMPTSP.

Surat jawaban pengaduan vang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemaohon Vang
mengnjukan pengaduan secara langeung
atau via telpon.

Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian  (IKM) pelavanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah selesai.
Pemohon mengisi lembar tersebut dan
balikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin,
Pemohon juga dapat menyampaikan saran
dan penilaian pelavanan DPMPTSP sewaki-
waktu dengan mengisi lembar penilaian
Yang tersedia pada meja loket
kasir/ pengambilan fzin kemudiannya
memasukkannya kedalam kotak saran.
Lembar saran dan penilaian pelayanan
direkap dan dibahas dengan manajemen
DPMPTSP secara berkala.
Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP |
Mmenyusun rencana aksi perbaikan |

pelayanan.




melalui:

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga

- HKotak Saran

- 8MS f No. Hp.

- Burvey IKM (Indeks Kepuasan Masvarakat)
- Instagram dpmptsp_langsa

- Website (http://dpmptsp langsakotn.go.id)
- Email: (dpmptsplangsawgmail.com)
11. | Jumlah Pelaksana |6 Orang
12. Jaminan Pelayanan  didukung olch  petugas  yang
Pelayanan berkompeten dengan prinsip  pelayanan  yang
TS PIIMA. —
13. Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta |
' Keamanan dan | capstempel  basah, sehingga  dijamin
Keselamatan keasliannya.
Pelayanan 2. Surat izin mengrunakan kertas berkop Dinas. |
14, | Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnva setiap 1 tahun
| sekali.
14. Izin Toko Obat
No. KOMPONEN URAIAN .
1. |Dasar Hulkum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138 |
Tahun 2017
2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kota Langsa;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Redudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.
2. | Persyaratan A. IZIN TOKO OBAT
P.hr._m 1. Burat permohonan Bermaterad 6000,
2. Folocopy SITU dilegalisir;
3. Fotocopy SIUF dan TDF,
4. Fotocopy KTF pemilik sebagai pemohon;
5. Fotocopy surat lzin tenaga kesehatan yang
bekerja;
6. Pasfoto direktur/ pemohon 4x6 = 2 lembar;
7. Surat pemyataan kewajiban memasang palang
“ Toko Obat Berizin" dan *“Tidak Menerima
Resep Dokter®
8. Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun
berjalan bagi izin yang perpanjangan;
9. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Langsa.
3. | Sistem, Terlampir
mekanisme, dan
prosedur
4. |Jangka Waktu 1. Izin Toko Obat = 12 [hari)
Penyelesaian




5.

'El-

Biaya [tarif

Produk
Pelayanan

1. [zin Toko Obat

7.

Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana :

o Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantor

Sistem  Informasi  Manajemen  Perizinan
Terpadu DPMPTSP

Blanko/formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan ixin
Telepon

Website

g

TE e

Prasarana/fasilitas:
a. Loket Informosi
bh. Loket Administrasi Perizinan {Front Officel dan
Tim Teknis Perizinan (Back Office}
Loket Pengaduan
Loket Pengambilan Izin
Loket Kasir/Bendahara
Ruang Penvimpanan Arsip
Ruang Tunggu
Halaman Parkir

Kompetensi
Pelaksana

A T -

31 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
- Memahami Peraturan  Perundang-undangan
vang berlaku

Pengawasan
Internal

Penanganan
Pengaduan, Saran

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang,
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

Penanganan Pengadoan :

- Pemohon YANE akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan,

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kahid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Lavanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
mater dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkair (Kahid

Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Lavananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yvang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.
Surat  jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSF akan
disampaikan kepada pemohon Vang
mengajukan pengadusn secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
-  Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian  (IKM) pelayanan DPFMPTSP  saat
mengambil izin yang telah selesai.




o

- Pemohon mengisi  lembar tersebut  dan |
mengembalikannya kepada petugas Loket |
Pengambilan lzin,

- Pemohon jugs dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-wakiu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket |kasir/pengambilan  izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Lembar saran dan penilaian pelavanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPFMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelavanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
e La lnd:

- Hotak Saran

- S8MS / No. HP

- Survey IKM {Indeks Kepuasan Masvarakat) |

- Instagram dpmptsp_langsa

- Website(http://dpmptsp.langsakota.go.id] |

- Email; (dpmptsplangsai gmail.com) .

11. | Jumlah 6 Crang
Pelaksana )

12. | Jaminan Pvelaymmn d.idukung oleh petugas yang berkompeten
Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. | Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
EKEeamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannva.
Keselamatan 2. Burat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan — =

14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan standar pelayanan vang
. dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali. |

15. Izin Optik

No. KOMPONEN URAIAN

1. |Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negerdi Nomor 138

Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor B Tahun 2021
tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa,

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP
Kola Langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian  Kewenangan
Walikota Langsa.

' 2. | Persyaratan A. IZIN OPTIK
Pelayanan 1. Surat permohonan Bermaterai 6000,

2. Fotocopy SITU dilegalisir;
3. Fotocopy SIUP dan TDF;
4. Fotocopy KTP;
5. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagl |




usaha vang berbadan hukum;
6. Pasfoto direktur / pemohon 3x4 = 2
lembar;
T, Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun
berjalan bagi izin yang perpanjangan;
3. |Bistem, Terlampir
mekanisme, dan
prosedur Y SOPYY .
4. | Jangka Waktu 1. Izin Optik = 12 (hari)
___| Penyelesaian
5. | Biayaftarif | Gratis
6. |Produk 1. lzin Optik
Pelayanan |
7. | Barana,prasarana, Sarana
dan/atau fasilitas . Ftrangkgt Kompaster
. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen  Perizinan
Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e, Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persvaratan izin
g Telepon
h. Website
Prasarana/ fasilitas:
. a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan
Tim Teknis Perizinan (Back Office)
| ¢, Loket Pengaduan
d. Loket Pengambilan lzin
| e. Loket Kasir/Bendahara
. Rusng Penyimpanan Arsip
g Ruang Tunggu
8. Kompetensi - 81 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan Komputer
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara
| Internal berjenjang, _
| 2, Dilaksanakan Secara Kontinyvu
i 10. Penanganan Penanganan Pengaduan :
Pengaduan, Saran - Pemohon vang akan menyampaikan
dan Masukan pengaduan dapat dilakukan dengan datang

langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis pada
Laket Pengaduan.
Surat  Pengaduan wvang masuk ke Kasi

Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabd
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait,

Pengaduan vang masuk ke Kabhid Pengaduan,
Kehijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kehijakan dan Pelaporan
Lavananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan vang ditandatangani oleh




kepala DPMPTSP.

Surat jawaban pengaduan vang felah
ditandatangani oleh Kepala DFMFPFTSF akan
disampaikan kepada pemohon VAN
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpomn.

Penyampaian Saran dan Masukan;

- Pemohon menerima lembar saran  dan
penilaian  (IKM) pelayanan DPMPTSF  saat
mengambil izin yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut

mengembalikannya kepada petugas
Pengambilan lein,
Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
SAran.

- Lembar saran dan penilaian pelayanan dirckap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala

-  Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

dan
Loket

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
mekalui:

-  Kotak Saran

- 8MS /No, Hp

- Burvey IKM (Indeks Kepuasan Masyvarakat)
Instagram

. Website(http:// dpmptsp.langsakota.go. id)

— - Email: (dpmptsplungsais gmail.com)

11.  Jumlah 6 Orang
Pelaksana . ]

12. | Jaminan Pelayanan didukung oleh petugas vang berkompeten
Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. | Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keashiannya.
Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan :

14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan  standar pelayanan yang

dilakukan sekurang-kurangnyva setiap 1 tabun sckali.

16. Izin Usaha Perikanan

]l'lu. EOMPONEN URAIAN |

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138

Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor § Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Orpanisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa;




:h |

Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun |
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Walikota Langsa.

Persyaratan

Pelayanan

IZIN USAHA PERIKANAN

Suratl permohonan bermaterai 6000,
Fotocopy SIUP;

Fotocopy KTF Pemilik /dircktur/ pemohon;
Pasfoto 3x4 = 3 lembar;

Fotocopy SIP1 lama untuk perpanjangan SIPT;
Rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan
Kota Langsa

PUaLN—

e ———

 Terlampir

Izin Usaha Perikanan = 4 (hari

COratis

Produk
Pelayanan

1. lzin Usaha Perikanan

Sarana,prasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana |
a. Perangkat Komputer
b, Alat Tulis Kantor
¢, Sistem  Informasi Manajemen
Terpadu DFMPTSP
Blanko/ formulir izin
Brosur pengurusan izin
Papan infomasi prosedur dan persvaratan izin
Telepon
Website
Kamera Digital

Perizinan

- Rt R

Pragarana /fasilitas:
Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office] dan
Tim Teknis Perizinan (Back Ciffice)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

=g

e mopn

Kompetensi
Pealaksanm

31 (Tekhnik, hukum, ekonomi))

- Memahami Peraturan  Perundang-undangan
vang berlaku

- Mampu mengoperasikan komputer

10.

Pengawasan
Internal

I. Dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang.

i e e T T P Rl ST S R P

Pengaduan, S8aran
dan Masukan

- Pemohon }fﬂ.ng akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis  pada

Loket Pengaduan.
- Sural Pengaduan yvang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabud
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layvanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait. |




- Pengaduan vang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

Pengaduan , Kehijakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP,

Surat jawaban pengadusn vang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan  kepada pemohon  yang
mengajukan pengaduan sccara langsung atau
via telpon.

Ffﬂjfﬂ.rllpﬂ.lﬂ.ll Saran dan Masukan:

Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian  (IKM) pelavanan DPMPTSP  saat
mengambil izin vang telah selesai.

Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannyva kepada petugas  Loket
Pengambilan Ixin.

Pemohon juga dapat menvampaikan saran dan
penilaian p-:la}ranan DPMPTSP sewaktu-wakiu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meje  loket  kasir/pengambilan o
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
SATAnN.

Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan mangjemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyvusun rencana aksi perbaikan pelavanan.

Pengaduan
mielalui:

- Hotak Saran
SMS /No.HP
Survey [KM (Indeks Kepuasan Masvarakat)
Instagram dpmptsp langsa
Website{http:/ [ dpmptsp. langsakots. go.id)
- Email: (dpmptsplangsaigmail.com)

dan Saran dapat disampaikan juga

Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait [Kabid |

11. Jumlah 6 Orang
Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan didukung oleh petugas vang berkompeten
Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang prima. |

13. Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap |
Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keashannya.
Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan .

14. | Evaluasi Kinnrji. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalu
Pelaksana pengukuran penerapan  standar  pelavanan  vang

dilakukan sckurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali,




17. Izin Penangkapan Ikan [SIPI)

No. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138 |
Tahun 2017
2. Qanun Kota Langsa Nomor & Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Langsa;,
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsl scria Tath Kerja DPMPTSP Koia
Langsa;
4, Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.
| 2. | Persyaratan ALy ;
Pelayanan |. Surat pcrmuhnna.u bcn:uatcrﬂ.l 6000;
2. Fotocopy SIUF Perikanan;
3. Fotocopy Pas Kapal;
| 4. Fotocopy Gros Akte;
: 5. Fotocopy KTF;
6. Pasioto Ixd = 3 lembar;
7. Fotocopy SIFI lama untuk perpanjangan SIPT;
8. Nama pelabuhan perikanan tempat memuat
pelabuhan tujuan;
4. Rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan
Kota Langss.
d. | Sistem, Terlampir
mekanisme, dan
prosedur -
4, Jangka Waktu [zin Penangkapan Ikan = 4 (hari)
Penyelesaian |
5. |Biaya/tarifl Giratis
6. |Produk 1. Izin Penangkapan lkan
Pelayanan
7. | Barana,prasarana, Sarana

dan/atau fasilitas

A, Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor

¢. Sistern Informasi Manajemen  Perizinan
Terpadu DPMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon

Website

Kamera Digital

FEREp A

Prasarana/fasilitas:
Loket Informasi
Loket Administrasi Perizinan [Front Office) dan
Tim Teknis Perizinan | Back Office)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan Izin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyvimpanan Arsip

Ruang Tunggu

o E

B e an




81 (Tekhnik, hukum, ekonomi))

Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaks
Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
Internal

-

2.

Dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang.
Dﬂ.ﬂ.kﬂ.auaka.n Secara Kontinyu

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis  pada
Loket Pengaduan,

Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Progadunn, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan hidang pengaduan terkait.
Pengaduan vang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabad terkait.
Jawaban Pengaduan dar Kabtdd terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Lavananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

Surat jawaban pengaduan yang lelah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon  vang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Ptn:.'a.mpnm.n Saran dan Masukan;

Pemohon menerima lembar saran  dan
penilaian  (IKM) pelayanan DPMPTSP  saat
mengambil ixin yang telah selesnd

Pemohon mengisi lembar tersebut  dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan [zin.

Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan  1zm
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

Lembar saran dan penilaian pelavanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMFTSFP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

Kotak Saran

SMS [No.HP

Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Instagram dpmptsp_langsa

Website{http:/ /dpmptsp. langsakota.go.id)
Email: (dpmptsplangsai gmail com)

11.

Jumlilah
Pelaksana

f Orang




12. | Jaminan | Pelayanan didukung oleh petugas vang berkompeten
| Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang prima. |
13. | Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan dan stempel basah, schingga dijamin keasliannya.
Keselamatan 2. Burat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

Pelayanan
14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan standar pelayanan  yvang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali,

18. Izin Kapal Penganglkut [kan (SIKPI)

No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017
2. Qanun Kota Langsa Nomor B Tahun 2021
tentang  Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kota Langsa;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor | Tahun
2023 Tentang  Kedudukan, Susunan
Organisasl, Tugas dan Fungsl serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.
* :‘mﬂn:ﬂm g
; py Gros e
2. Fotocopy surat ukur kapal;
3. Fowocpy SIUR,;
4. Pasioto 3x4 = 3 lembar;
5. Fotocopy KTR,
6. Nama prclabubhan prerikanan tempat memuat
dan pelabuhan tujuan;
7. Rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan
Kota Langsa, —
3. |Sistem, Terlampir
mekanisme, dan
prosedur
4. | Jangka Waltu Izin Kapal Pengangkut [kan = 4 (hari)
| Penyelesaian
S. | Biaya/tarif Gratis
6. Produlk 1. Izin Penangkapan Ikan
Pelayanan — —
7. |Barana,prasarana, Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat Komputer
b, Alat Tulis Kantor
| ¢, Bistern [Informasi Manajemen  Perizinan

Terpadu DPMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon

Wehsite

Kamera Digital

| il.

Mo an Crna e o s




T

Loket Informasi

. Loket Administrasi Perizinan (Front Office} dan

Tim Teknis Perizinan (Back Office]
Loket Pengaduan

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penvimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

'imputnnﬂ
Pelaksana

‘iFmmepn

81 (Tekhnik, hukum, ekonomi))

Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku

Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan
Internal

i

2.

Dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang.
Dilaksanakan Secara Kontinvu

10.

Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pn':-n.ngnnurl Peogaduan :

Pemohon VANE akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis  pada
Loket Pengaduan.

Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan

materi dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan vang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkaii.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait [Kabid
Pengaduan , Kebijjakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan vang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

Surat jawaban pengaduan vang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
uwngajuhan pengaduan secarn langsung atau |
via telpon. |

F-E.‘l'l}f“-ﬂmpﬂl'ﬂ:l Saran dan Masukan;

Pengaduan dan Baran dapal disampaikan juga
melalui

Pemohon menerima lembar samn  dan
penilaian  (IKM) pelayvanan DPMPTSP  saat |
mengambil izin yang telah selesai,

Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket

Pengambilan Lzin.

Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan |
penilaian pelayanan DPMPTSP sewakiu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannya memasukkannva kedalam kotak
SATAN.

Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala,

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPFMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.




- Kotak Saran

- S5MS /No.HP

= Burvey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagram dpmpisp_langsa

- Website(http: /[ /dpmptsp.langsakota.go.id)

Terpadu DPFMPTSF

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan an

Telepon
Website

g B

Email: (dpmptsplangsan gmail. com)
11. Jumlah 6 {}mng
Pelaksana _—
12, | Jaminan | Pelavanan didukung oleh petugas vang berkompeten
Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang prima. e
' 13. | Jaminan 1. Surat fzin dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan  dan stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
Eeselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan -
14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalus
Pelaksana pengukuran penerapan standar pelavanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali,
19. Reklame
No. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017
2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kota Langsa;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor | Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
OPMPTSP Kata Langsa;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
: Walikota Langsa. — |
' 2. | Persyaratan A. IZIN REKLAME
Pelayanan 1. Surat permohonan bermaterai 6G000;
| 2. Fotocopy KTP;
3. Bukt Pelunasan Pajak [ Retribusi;
4. Pasfoto 3x4 2 lembar.
3. |Sistem, Terlampir
mekanisme, dan
prosedur R |
4. |Jangka Waktu Izin Reklame = 2 (hari)
Penyelesaian =
5. | Biaya/tarif | Gratis
6. | Produk 1. lzin Reklame .
Pelayanan
7. | Sarana,prasarana, Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor .
¢. Sistem [nformasi Manajemen  Perizinan




Prﬂ.mffﬂﬂlhtﬂ"l-

=

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office} dan
Tim Teknis Penizinan (Back Office)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan Iein

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

Vot e e R

1.

2,

81 {Tekhnik, hukum, ekonomi))

Memahami Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaku

Mampu mengoperasikan komputer

s

Dilakukan oleh atasan langsung secara

berjenjang.
Dilnkaanakan Becarn Konbnya

C10.

Pena.nganm Pengaduan :

Pemohon yang akan menyvampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui telpon/lisan/tertulis  pada
Loket Pengaduan.

Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan torleait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layvanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait,
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabul
Pengaduan , Kebijakan dan  Pelaporan
Layvanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan vang ditandatangani cleh
kepala DPMPTSP,

Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemolon VETIE
mengajukan pengaduan secara langsung stau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:

Pemohon menerima lembar saran  dan
pendlaian  (IKM} pelayanen DPFMPTSF samt
mengambil izin vang telah selesai.

Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin.

Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-wakiu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannyva memasukkannya kedalam kotak
SHTAT,

Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSF
secara berkala,

Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan p[‘l-ﬂj'ﬂ.l‘lﬂl‘l

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan jugs




melalui:
- Kotak Saran
- 8MS / No. HP
- Burvey KM [Indeks Kepuasan Masyarakat)
. Instagram dpmptsp_langsa
- Websile(http://dpmptsp.langsakota.go.id|

Sarana,prasarana,

1. 1= - Email: (dpmptsplangsaagmail.com)

11.  Jumlah 6 Orang
P‘ M I B s T

12. Jaminan Pelavanan didukung oleh petugas vang berkompeten
Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. Jaminan 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keaslisnnyva.
Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas,

|Pll-l.j"lnl.1:l |

14, Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelavanan dilakukan melalui
Pelaksana pengukuran penerapan standar pelayanan  yang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

20. Izin Walet

No. KOMPONEN URAIAN

1. |Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138

Tahun 2017
2, Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan
Ferangkot Daerah Kota Langs:a;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1| Tabun
2023  Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa;
4, Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa. g -
2. | Persyaratan | 41&- Msu “‘Al-lTh —
Pelaya | : rat permohonan materai :
= | 2. Fﬂmﬁ IME;
| 3. Fotocopy SITU
4. Fotocapy SILP;
5. Fotocopy TDP,
| 6. Fotocopy ljin Gangguan {HOJ;
7. Rekomendagi Geuchik dan Camat setempat;
B. Fotocopy KSDA,
9. Sural kuasa perjanjian sewa apabila gedung
: bukan milik sendiri;
. 10. Fotocopy Akte pendirian perusashaan bagi
| usaha yang berbadan hukum. o
3. | Sistem, Terlampir
mekanisme, dan
| prosedur | a
4. Jangka Waktu | lzin Walet = 12 (hari)
Penyelesaian
5. | Blaya/tarif Gratis
6. Produk 1. lzin Walet
| Palayanan
| 7. Sarana :

a, Perangkat Komputer




dan/atau fasilitas

£

Fm oo a

Alat Tulis Kantor

Sistem Informasi Manajemen Perizinan
Terpadu DPMPTSP

Blanko/ formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon

Website

Prasarana / [asilitas:

a.

b

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan
Tim Teknis Perizinan |Back Office)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip

Ruang Tunggu

Halaman Parkir

PR e A

8. | Kompetensi 51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))

Pelaksana - Memahami Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaku
- Mampu mengoperasikan komputer

9. |Pengawasan L. Dilakukan oleh atasan langsung secara

Internal berjenjang,
— 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

10. | Penanganan Penanganan Pengaduan :
Pengaduan, Saran - Pemohon Yang akan menyampaikan
dan Masukan pengaduan dapat dilakukan dengan datang

langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan,

Surat Pengaduan vyang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsuliasikan ke Kabid
Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebhijaltan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan |, Kebijakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk surat
Jjawaban pengaduan vang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

Surat jawaban pengaduan vang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon YANE
mengajukan pengaduan secam langsung alau
via telporn.

P‘en;.rampman SBaran dan Masukan:

Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian (IKM) pelavanan DPMPTSP  saat
mengambil izin yang telah selesai,

Pemohon mengisi lembar  tersebut  dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengamhbilan lzin,

Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelavanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersaedia



11.

pada meja loket kasir/pengambilan  izin

kemudiannya memasukkannya kedalam kotak

sArm,

- Lembar saran dan penilaian pelavanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkals, DPMFPTSP

menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampatkan juga
mmelalig:

-  Kotak Saran

- S8MS f NoHP

- Burvey IKM (Indeks Kepuasan Masvarakat)

- Instagram dpmptsp langsa

- Website{http:/ /dpmptsp.langsakots. go.id)
Fmail: (dpmptsplangsas gmail.com)

6 Orang

12.

Pelavanan d.i-dukung oleh petugas vang berkompeten -
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13.

dan

.....

1. Surat 1zin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin Keasliannya.
| 2, Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14.

Evaluasi kinerja pelavanan dilakukan melalui
pengukuran pencrapan standar pelavanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

=1.

Izin Usaha Peternakan

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2, Qanun Kota Langsa Nomor 8§ Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1| Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota Langsa,

4, Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Walikola Langsa.

; Persyaratan

Pelayanan

IZIN USAHA PETEENAKAN
Surat permohonan bermaterai 6000,
Fotocopy SITL;

Folocopy SIUP;
Fotocopy TDF,

Fotocopy IMB (jika diperlukan);
Fotocopy akie perusahaan;
Fotocopy HO (jika diperlukan);
Peta lokasi (jika diperlukan);
Pasfoto 3x4 = 2 lembar;

. Fotocopy KTP Pemilik / direktur;
. Materai 60040,

CERNOM AWK~

tahun

. Bukti pelunasan  pajak/retribusi




berjalan bagi ijin yang perpanjangan;
13, Berita Acara Tim Teknis dan Rekomendasi
Instansi terkait,

3.

Sistem,
mekanisme,
prosedur

dan

Terlampir

Jangka Waktu
' Penyelesaian

Izin Peternakan - 4 (hari)

Biaya/tarif

Giratis

' Produk

1. lmin Usaha Paternalan

Pelayanan
Sarana,

prasarana,
dan/fatau fasilitas

e ey

Sarana :

Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantor

Sistem  Informasi  Manajemen
Terpadu DPMFPTSP
Blanko/formulir izin

Brosur pengurusan izin

Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
Telepon

W vaite

Pmsara.nn,.ffasﬂ.ttﬂs

Loket Informasi

Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan
Tim Teknis Perizinan (Back Offics)

Loket Pengaduan

Loket Pengambilan lzin

Loket Kasir/Bendahara

Ruang Penvimpanan Arsip

Fuang "I'“:mggu

Al

Perizinamn

PR Mmoo

&k

81 (Tekhnik, hukum, ckonami)]

Memahami Peraturan Perundang-undangsn
vang berlaku

- Mampu mengoperasikan komputer

Lijpmmpas

Pengawasan
Internal

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

1. Dilakukan oleh atasan langsung sSecara

berjenjang,
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

Fﬂﬂangan&n Pengaduan ;

- Pemohon  yang  skan  menyvampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui  telpon/lisan/tertulis pada
Lokot Pengaduan.

- Burat
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terksait,
Pengadusan vang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Lavanan kemudian
diknordinasikan dengan Kabid terkaic

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan |, Kebijakan dan Pelaporan
Layananjakan dituangkan dalam bentuk sural
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMFTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah

Pengaduan vang masuk ke Kasi |

ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan




disampaikan kepada pemohon VANE
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penvampaian Saran dan Masukan:

- Pemohon menerima lembar saran  dan
penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izin yvang telah sclesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan

mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin,
Pemohon juga dapat menvampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSFP sewaktu-waktu
dengan mengini lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
SETADN.

- Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPFMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalii:
- Kotak Saran
- S8MS / No.HP
Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat]
Instagram dpmptsp_langsa
Website(http: / /dpmptsp. langsakota. go.id)
pmptsplangsa; gmail com}

- Email: (d
11. | Jumlah ﬁ{]rﬂng
| Pelaksana . |
12. Jaminan Pelavanan didukung oleh petugns vang berkompeten
I | Pelayanan dengan prinsip pelayanan yang pnma
13, [ Jaminan . Surat izin dibubuhi tanda tangan serta Cap
| Keamanan dan stempel basah, sehingga dijamin keashiannya,
Keselamatan 2. Surat izin menggunakan kerias berkop Dinas.
14. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelaya:m.n dilakukan mnhﬁlul
Pelaksana pengukuran penerapan standar pelavanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali,
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUFP)
No. KOMFPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138

Tahun 2017
2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Langsa;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungei serta Tata Kerja DPMPTEP Kota
Langsa;
4, Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan




2. | Persyaratan

S L

' Pelayanan 1. Surat permohonan bermaterai 6000;
2. Fotocopy SITU;
3. Fotocopy HO (jika diperlukan);
4. Fotocopy SIUE;
3. Fotocopy TDP;
6. Fotocopy KTP dircktur)/ pemilik/ pemohon;
7. Folocopy IMB (jika diperlukan);
8. Fotncopy Akte notaris bangunan perusahasn |
bagi berhadan hukum; |
O. Fotocopy surat tanah (jika diperlukany;
10, Fotocopy surat pernyataan tidak keberatan dari |
pihak keluarga apabila usaha tersebut didirikan |
di atas tanah bersama milik keluarga ya:ng,
diketahui oleh Notaris;
11.Pas foto 334 sebanyak < lembar;
12.Rekomendasi Lingkungan dari Instansi te:rka.ll
berdasarkan AMDAL? [UKLPUPL) dengan |
intensitas besaran menurut PEEMEN LH No.
11/2006;
13.Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun berjalan
bagi ijin perpanjangan;
14, Berita Acara Tim Teknis;
L1 15. Materai 6000 sebanyak 2 lembar.
3. BSistem, Terlampir
' mekanisme, dan
| prosedur
4. Jangka Walktu 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata = 4 (hari)
Penyelesaian
5. | Biaya/tarif Oratis
6. Produk Pelayanan 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata [TDLUFP)
7. | Sarana,prasarana, | Sarana:
dan/atau fasilitas a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu
DFMFPTSE
d. Blanko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
Prasarana/tasilitas:
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Office} dan
Tim Teknis Perizinan {Back Office)
. Loket Pengaduan
d. Loket Pengambilan lzin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g Ruang T’I-IT'IEEU_
8. | Kompetensi - Bl [Tekhnik, hukum, ckonomi))
Pelaksana - Memahami Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku
- Mampu mengoperasikan komputer |
9. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara

borjenjang.




| Internal

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran |
dan Masulkan

Pe:mug.un&n Pengaduan
Pemohon yang akan menyvampalkan |
pengaduan  dapat dilakukan dengan
datang langsung/ melalui
telpon/ lisan/ tertulis pada Loket
Pengaduan,

o Sural Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, PENZAWRSAN dan
Pengendalian, akan dikonsultasikan ke
Kakbid Pengaduan Kebiakan dan
Pelaporan Lavanan, kemudian akan
diklasifikasikan berdasarkan materi dan
bidang pengaduan terkalr
Pengaduan vyang masuk ke Kahid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan kemudian  dikoordinasikan
dengan Kabid terkait.

o Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait
(Kabid Pengaduan |, Kebijakan dan
Pelaporan  Layananjakan  dituangkan
dalam bentuk surat jawaban pengadusn
yang  ditandatangani  olch  kepala
DPMPTSP,

2 Burat jawaban pengadusan vang  telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
akan disampaikan kepada pemohon vang
mengajukan pengaduan secara langsung
atau via telpon.

0

Penvampaian Saran dan Masulkan;

o Pemohon menerima lembar saran dan
penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah selesai,

b. Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembabkannya  kepada  peotugas  Lokot
Pengambilan lzin.

-  Pemohon juga dapat menvampaikan saran dan
penilaian pelayvanan DPMPTSP sewaktu-wakiu
dengan mengisi lembar penilaian vang tersedia
pada meja loket  kasir/pengambilan  izin
kemudiannya memasukkannva kedalam kotak
Saran.

-  Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

-  Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- HKotak Saran

- SMS / No.HP

- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

- Instagram dpmptsp_langsa

- Website{http:/ /dpmptsp.langsakota.go.id|

- Email: (dpmptsplangsas gmail.com) .

11.

Jumlah Pelaksana

i 6 Orang

12.

Jaminan
Pelayanan

' Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
| dengan prinsip pelayanan yang prinh:{-




e

13. | Jaminan | 1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel

Keamanan dan | basah, sehingga dijamin keasliannya.
| Kegelamatan 2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.
Pelayanan

Pelaksana . pengukuran penerapan  standar  pelayanan  vang
| dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

‘li. Evaluasi Kinerja | Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui

A. MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

Pemohon mengambil nomor antrian untuk meminta informasi dan
penjelasan terkait dengan izin yang akan diajukan, customer service
memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan izin yang akan
diajukan oleh pemochon, dan menerima, memeriksa kelengkapan serta
keabsahan berkas permohonan ijin yang diajukan oleh pemohon, jika
berkas permohonan telah memenuhi persyaratan maka permohonan
diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan, apabila tidak memenuhi
persyaratan maka berkas dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas
permohonan izin telah memenuhi persyaratan diteruskan Kepala Dinas
untuk di disposisi setelah berkas yang sudah disposisi oleh Kepala Dinas
diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk selanjutnya dikembalikan dan
diteruskan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan untuk mengolah, menverifikasi, mengidentifikasi,
mengkoordinasi, mengadministrasikan pelayanan dari Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan meneruskan di
disposisi ke Jabatan Fungsional Penata Perizinan untuk mengolah,
menverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, menvalidasi berkas
permohonan ijin tersebut diteruskan Jabatan Fungsional Penata Perizinan
menyerahkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada petugas
(customer] perijinan untuk selanjutnya dilakukan penilaian substansi
permohonan  setelah dilakukan penilaian substansi permohonan
dilanjutkan ke Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan untuk memparaf ijin tersebut dan apabila ijin yang
memerlukan pemeriksaan lapangan maka Jabatan Fungsional Penata
Perizinan bersama tim teknis melakukan survei kelapangan, setelah
diperiksa izin diterima maka diberikan rekomendasi dari Dinas terkait dan
apabila dari dinas terkait berkas tersebut ditangguhkan atau ditolak maka
rekomendasi belum bisa diproses (pending). Jabatan Fungsional Penata
Perizinan untuk memberi paraf ijin tersebut. selanjutnya dan Jabatan
Fungsional Penata Perizinan untuk memberi paraf ijin tersebut. dari Kepala
Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perfjinan dan Non Perijinan diteruskan
ke sekretaris untuk diparaf. selanjutnya dari Sekretaris Dinas diteruskan
ke Kepala dinas untuk ditanda tangani ijin. setelah selesai ijin ditanda
tangani oleh Kepala Dinas maka ijin tersebut diserahkan kembali ke
Customer Service untuk customer service untuk menyerahkan ijin tersebut
vang telah selesai kepemohon.

|



B. MEKANISME PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORANLAYANAN

Setiap pengaduan akan dilayani secara langsung oleh Jabatan
Fungsional Penata Perizinan pada bidang pengaduan. Untuk Pengaduan
vang akan dilayani dan diproses harus memiliki syarat :

» Pemohon memberi identitas lengkap (KTP) No. HP
» Bagi pemohon wajib mengisi lembaran formulir yang telah diterima.

Adapun tata cara pengaduan adalah sebagai berikut :

Masyarakat datang ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu untuk dilayani oleh Jabatan Fungsional Penata
Perizinan pada bidang pengaduan. Bagi masvarakat yang pemohon
pengaduan harus lengkap syarat sebagaimana tersebut diatas. surat
pengaduan masvarakat diterima kemudian di agendakan dan diteruskan ke
Kasubbag Tata Usaha untuk selanjutnya didisposisi oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
Selanjutnya didisposisi oleh Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada
bidang pengaduan memproses pengaduan tersebut ada dua cara
pemprosesan pengaduan:

# Pengaduan vang tidak memelukan pemeriksaan kelapangan,maka
pengaduan dapat diproses penyelesaiannya secara langsung dalam
waktu sesingkat-singkatnya.

# Bagi pengaduan yang memerlukan pemeriksaan kelapangan, maka
Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada bidang pengaduan
menghubungi Tim Teknis untuk melakukan survey kelapangan denga
tata cara sebagaimana pada pelayanan perijinan dan non perijinan di
atas.

» Selesai diperiksa, Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada bidang
pengaduan membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan hasil
pemeriksaan beserta rekomendasi (jika diperlukan) untuk dijadikan
pertimbangan pengambilan keputusan bagi pengaduan tersebut.
Setelah didisposisi oleh Kepala Dinas, Jabatan Fungsional Penata
Perizinan pada bidang pengaduan melaksanakan apa yang tertulis
dalam didisposisi Kepala Dinas, sampai dengan diselesaikan
pengaduan masvarakat tersebut.setelah diperoleh penyelesaian, maka
Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada bidang pengaduan wajib
memberitahukan kepada masyarakat pelapor bahwa pengaduannya
telah diselesaikan.




Eompetensi Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Satu Pintu Kota Langsa.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Langsa terdiri atas 1 {satu) orang Kepala yang membawahi 1
[satu] orang Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Bidang Program,Pelaporan
dan Keuangan dengan 4 (empatjorang Kepala Bidang dengan pola struktur

sebagail berikut;

Gambar 2.1
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A, Kepuasan Pelanggan.

Kepuasan pelanggan ini didapat berdasarkan hasil Kuesioner indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) yvang disebarkan kepada pelanggan setiap 6
bulan sekali. IKM ini kemudian dihitung berdasarkan rumus yvang telah
ditetapkan oleh Menpan, yvang kemudian menjadi tolak wkur baik
tidaknya pelayanan vang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.



